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ABSTRAK

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MEMBERIKAN
REKOMENDASI PROGRAM PEMBINAAN KEPADA NARAPIDANA

Oleh

Rizkyana Saptina Putri

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran strategis dalam
penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, khususnya melalui pelaksanaan
Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai dasar penyusunan rekomendasi
program pembinaan bagi narapidana. Pemberian rekomendasi yang tepat sangat
penting untuk memastikan bahwa pembinaan berjalan sesuai kebutuhan
psikososial, karakteristik, serta tingkat risiko individu narapidana. Permasalahan
penelitian untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam
memberikan rekomendasi program pembinaan kepada narapidana serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi peran tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis
empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pembimbing
Kemasyarakatan, Wali Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar
Lampung dan Lapas Perempuan Kelas ITA Bandar Lampung, serta akademisi. Data
sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-
undangan, literatur, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan
secara kualitatif dengan mengolah dan menginterpretasikan data secara sistematis
untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berperan
penting dalam penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan
pemberian rekomendasi pembinaan individual sesuai Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Secara normatif, peran tersebut telah
memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan secara ideal diharapkan menghasilkan
rekomendasi yang objektif dan tepat sasaran.
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Pelaksanaan secara faktual masih menghadapi hambatan berupa faktor hukum,
penegak hukum, serta masyarakat dan kebudayaan. Faktor hukum meliputi
keterbatasan aturan teknis dan pelaksanaan kebijakan, faktor penegak hukum
berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja tinggi, serta
sarana prasarana yang belum memadai, sedangkan faktor masyarakat dan
kebudayaan mencakup rendahnya partisipasi narapidana dan dukungan lingkungan
sosial, sehingga berdampak pada kualitas rekomendasi dan efektivitas program
pembinaan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar koordinasi dan sinergi antara
Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Pemasyarakatan (Walipas) ditingkatkan
guna mengoptimalkan penyusunan Litmas dan pelaksanaan program pembinaan.
Selain itu, perlu pengembangan dan penambahan variasi program pembinaan yang
lebih komprehensif serta perbaikan sarana dan prasarana agar proses pembinaan
dapat berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pembimbing Kemasyarakatan, Litmas, Rekomendasi
Pembinaan, Narapidana, Pemasyarakatan.



ABSTRACT

THE ROLE OF COMMUNITY ADVISORS IN PROVIDING
RECOMMENDATIONS FOR INMATE REHABILITATION PROGRAMS

By

Rizkyana Saptina Putri

Community Advisors play a strategic role in the implementation of the correctional
system, particularly through the conduct of Social Inquiry Reports as the basis for
formulating recommendations for inmate rehabilitation programs. Appropriate and
accurate recommendations are essential to ensure that rehabilitation programs are
implemented in accordance with the psychosocial needs, individual characteristics,
and risk levels of inmates.

This study aims to examine the role of Community Advisors in providing
recommendations for inmate rehabilitation programs and to identify the factors that
hinder the optimization of this role. The research employs normative juridical and
empirical juridical approaches. Primary data were obtained through interviews
with Community Advisors, Correctional Olfficer at the Class IIA Narcotics
Correctional Facility in Bandar Lampung and the Class I1IA Women's Correctional
Facility in Bandar Lampung, as well as academics. Secondary data were collected
through literature review of laws and regulations, legal literature, and other
supporting documents.

The results of the study indicate that Community Advisors carry out an important
role in data collection, preparation of Social Inquiry Reports, and the provision of
individualized rehabilitation recommendations, in accordance with the mandate of
Law Number 22 of 2022 on Corrections. However, the implementation of this role
still faces several obstacles, including limited human resources, a high number of
inmates, inadequate facilities, lack of community support, as well as cultural and
psychological barriers experienced by inmates in participating in rehabilitation
programs. These obstacles affect the quality of the recommendations and the
effectiveness of the rehabilitation programs provided.
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However, its factual implementation still faces several obstacles, including legal
factors, law enforcement factors, as well as social and cultural factors. Legal
factors involve limitations in technical regulations and policy implementation, law
enforcement factors relate to limited human resources, high workloads, and
inadequate facilities and infrastructure, while social and cultural factors include
low inmate participation and insufficient social support, all of which affect the
quality of recommendations and the effectiveness of rehabilitation programs.

Based on these findings, it is recommended that coordination and synergy between
Community Counselors and Correctional Guardians (Walipas) be strengthened to
optimize the preparation of Social Inquiry Reports and the implementation of
rehabilitation programs. Furthermore, the development and diversification of more
comprehensive rehabilitation programs, along with improvements in facilities and
infrastructure, are necessary to ensure that rehabilitation processes are conducted
effectively, systematically, and sustainably.

Keywords: Community Advisors, Social Inquiry Report (Litmas), Rehabilitation
Recommendations, Inmates, Corrections.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara
hukum, seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur melalui sistem
peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan disertai dengan sanksi
bagi setiap pelanggaran. Hukum menjadi fondasi utama dalam menopang tatanan
sosial, politik, dan ekonomi, sekaligus menjadi acuan dalam menilai setiap tindakan

warga negara berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan-hubungan hukum, yang mencakup
keterkaitan antara individu dengan masyarakat maupun antar individu. Hubungan-
hubungan tersebut tercermin dalam bentuk hak dan kewajiban, cara hukum
mengatur hubungan ini sangat beragam.! Dalam beberapa kasus, hukum hanya
menetapkan kewajiban, seperti yang banyak ditemukan dalam hukum pidana yang

sebagian besar aturannya memuat ketentuan mengenai kewajiban.?

Hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif,
yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, sistem peradilan
pidana memainkan peran sentral sebagai instrumen pelaksanaan hukum pidana.
Salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah mencegah agar pelaku tindak

pidana tidak kembali mengulangi perbuatannya di masa mendatang.®

! Satjipto Rahardjo. (2010). Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, hlm. 217.

2 Sudikno Mertokusumo. (2010). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Cahaya Atma
Pustaka, hlm. 37.

3 Alwin Ahadi. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi
Sosialiasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum, Jurnal USM Law Review, Vol. 5, No. 1, hlm 10.



Sistem peradilan pidana merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tersusun dari
berbagai unsur yang saling berkaitan secara fungsional.* Setiap unsur tersebut
memiliki peran penting dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan
sistem peradilan pidana. Tujuan utama dari sistem peradilan pidana berkaitan
dengan proses pemidanaan. Proses ini tergolong kompleks karena melibatkan
berbagai pihak dan lembaga. Sistem ini merupakan bagian dari penegakan hukum
pidana dan terkait dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik substantif

maupun prosedural, yang menjadi dasar pelaksanaannya.®

Pemidanaan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana yang
merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis. Pemberian pidana tidak
terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui beberapa tahapan yang terstruktur.
Tahapan tersebut meliputi: a) penetapan jenis dan bentuk pidana oleh pembentuk
undang-undang; b) penjatuhan pidana oleh lembaga yang memiliki kewenangan;

dan c) pelaksanaan pidana oleh instansi yang bertugas menjalankannya.®

Lembaga pemasyarakatan sebagai tahap akhir sistem peradilan pidana berperan
penting dalam mewujudkan tujuan rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum
serta penanggulangan kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan mampu menerapkan
sistem pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan
tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali dalam

masyarakat dan berperan positif.’

Pemasyarakatan merupakan sistem pemidanaan yang telah meninggalkan
pendekatan retributif (pembalasan), deterrence (penjeraan), maupun resosialisasi.
Artinya, pemidanaan tidak lagi dimaksudkan untuk memberikan penderitaan

sebagai bentuk balas dendam. Tujuannya juga bukan untuk menimbulkan efek jera

4 Nur Fitri Siregar. (2018). Efektivitas Hukum, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol.
18, No. 2, him. 3.

5 Mahrus Ali. (2007). Sistem Peradilan Pidana Progresif Alternatif Dalam Penegakan Hukum
Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 14, him. 54.

® Haryanto Dwiatmojo. (2013). Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana
Narkotika, Journal Persepektif, Vol. XVII, No. 2, hlm. 3.

" Ibrahim Nainggolan. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap
Narapidana Narkotika. Jurnal EduTech, Vol. 5 No. 2, hlm. 5.



melalui siksaan, atau menganggap terpidana sebagai individu yang kurang

bersosialisasi.?

Konsep pemasyarakatan lebih sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial. Pandangan
ini menganggap bahwa kejahatan merupakan bentuk konflik antara individu dengan
masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan diarahkan untuk memulihkan hubungan
tersebut. Tujuannya adalah menyatukan kembali terpidana dengan lingkungan

sosialnya melalui proses reintegrasi.’

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa
Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana memiliki
peran strategis dalam pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai sarana
pembinaan narapidana. Hal ini menandai perubahakan signifikan dibandingkan
dengan fungsi penjara di masa lalu, yang lebih menekankan aspek penghukuman
tanpa adanya pembinaan. Pelaksanaan pidana penjara menunjukan kemajuan yang
berarti dibandingkan dengan aturan lama yang diatur dalam peraturan penjara
(Gestichten Reglement S. 1917 No. 708), dimana penekanan utama hanya pada

aspek penghukuman tanpa pendekatan pembinaan.°

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting dalam pelaksanaan
pembinaan dimana tidak hanya terbatas pada pengawasan dan administrasi,
melainkan juga mencakup pendampingan narapidana secara intensif. Pembimbing
Kemasyarakatan melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan
menyusun rekomendasi program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan

dan kondisi psikososial narapidana.!!

Peran Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga
menyangkut aspek pembinaan yang tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 1 angka

8 Agus Rahardjo. (2008). Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Mimbar
Hukum, Vol. 20, hlm. 35.

® Penny Naluria Utami, “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan,” Jurnal
Penelitian Hukum, Vol. 17, No. 3 September 2017, hlm 10.

10 Idham; Lenny Nadriana, Diskriptif Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan
Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Il A Bandar
Lampung), Jurnal Penelitian Hukum, Vol 01, No 02 Tahun 2022, him 05.

11 Bambang Edy Permono, Pengawasan Pada Program Pembinaan Narapidana,
htps://ditjenpas.go.id/ November 2022, diakses pada 29 Mei 2025.



15 dan 23 yang menegaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas
melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) serta memberikan bimbingan
kepada narapidana atau anak binaan. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) menjamin bahwa setiap orang
berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, yang dalam
konteks pemasyarakatan berarti narapidana berhak mendapatkan pembinaan yang

layak dan sesuai kebutuhan.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,
mendefinisikan pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana. Selanjutnya
Pasal 3 menegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan dan Pembimbing
Kemasyarakatan merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana. Undang-
Undang ini juga mengatur secara jelas tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam
memberikan rekomendasi program pembinaan yang sesuai dengan hasil penelitian

kemasyarakatan yang ditegaskan pada Pasal 61 dan Pasal 62.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi penghubung antara Narapidana,
Lembaga Pemasyarakatan, dan masyarakat. Mereka berkontribusi mengurangi
stigma, memfasilitasi reintegrasi sosial, dan mendukung tujuan pemasyarakatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang
menegaskan tujuan pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai

warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pembimbing Kemasyarakatan memegang peranan sentral dalam proses pembinaan
narapidana, khususnya melalui pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)
yang bertujuan menggali latar belakang, kebutuhan, serta potensi individu yang
bersangkutan. 12 Ketentuan pada Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan
tidak hanya wajib menyusun Litmas, tetapi juga bertanggung jawab menyusun dan

merekomendasikan program pembinaan yang sesuai berdasarkan hasil Litmas

12 Dwik Aditya Pramana, Dkk, Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan
Denpasar dalam Bimbingan Terhadap Klien Anak, Jurnal Analogi Hukum, Vol 6, No 1, Tahun 2020
hlm 70.



tersebut. Hal ini bertujuan agar pembinaan tidak bersifat umum, melainkan

disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap narapidana.

Pelaksanaan pembinaan seringkali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan
sumber daya, perbedaan latar belakang narapidana, hingga tingginya angka
narapidana kasus narkotika yang memerlukan penanganan khusus. Berdasarkan
data dari Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, terdapat sekitar 216
penghuni, dan 140 di antaranya merupakan narapidana kasus penyalahgunaan
narkotika. Sementara itu, Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung seluruh
penghuninya adalah narapidana kasus narkotika, dengan kapasitas resmi 668 orang,

namun dihuni 993 WBP, sehingga terjadi kelebihan kapasitas sekitar 45%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan narkotika mendominasi kedua
lapas, dan tekanan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas ideal
menggarisbawahi mendesaknya kebutuhan terhadap pembinaan yang terstruktur,
individual, dan sesuai kebutuhan psikososial masing-masing narapidana. Peran
aktif Pembimbing Kemasyarakatan dituntut dalam melakukan Penelitian
Kemasyarakatan (Litmas) untuk memetakan kebutuhan pembinaan, serta
memberikan rekomendasi yang berbasis pada kondisi faktual narapidana. Hal ini
sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berfokus pada
pembinaan umum, tetapi juga pembinaan yang disesuaikan dengan karakteristik,

kebutuhan, dan risiko residivisme narapidana.

Tujuan utama dari pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah untuk
menyadarkan klien pemasyarakatan/narapidana agar menyadari kesalahannya serta
mendorong mereka untuk memperbaiki diri. Namun, tujuan ini sering kali sulit
tercapai apabila Pembimbing Kemasyarakatan tidak melaksanakan tugasnya secara
optimal. Ketika pembimbing hanya memberikan program pembinaan yang bersifat
umum dan tidak sesuai dengan karakteristik kasus narapidana, maka dampak

negatif yang ditimbulkan dapat sangat besar. Salah satu dampak paling serius

13 Damiri, Penghuni Lapas Perempuan di Bandar Lampung Banyak dihuni Napi Narkotika,
https://lampung.antaranews.com, 12 Juli 2024, diakses pada 11 Agustus 2025.



adalah meningkatnya risiko residivisme, yaitu pengulangan tindak pidana oleh

narapidana setelah menjadi masa pidana.*

Program pembinaan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan narapidana dapat
menghambat efektivitas proses rehabilitasi. Jika pembinaan tidak berjalan dengan
baik, maka tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu reintegrasi narapidana ke
dalam masyarakat, menjadi semakin sulit untuk dicapai. Narapidana yang tidak
merasa dilibatkan dalam program pembinaan yang sesuai dengan kondisi dan latar
belakang mereka cenderung kehilangan motivasi dan tidak memperoleh manfaat

yang maksimal dari proses tersebut.®

Peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi sangat penting, Pembimbing
Kemasyarakatan dituntut untuk menyusun dan melaksanakan program pembinaan
yang tepat sasaran, terukur, serta disesuaikan dengan latar belakang sosial,
psikologis, dan karakteristik masing-masing narapidana. Dengan adanya
pembinaan yang sesuai, proses rehabilitasi dapat berjalan secara efektif dan
berkelanjutan, serta benar-benar mendukung tercapainya reintegrasi sosial secara

utuh dan bermakna.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjalankan peran dan fungsinya secara
profesional dan bertanggung jawab. Mulai dari melakukan penelitian
kemasyarakatan secara mendalam, menyusun program pembinaan berbasis
kebutuhan individual, hingga melaksanakan proses pembinaan yang manusiawi dan
berkelanjutan. Kesesuaian pelaksanaan tugas ini dengan amanat undang-undang
akan sangat menentukan keberhasilan rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta
pencegahan pengulangan tindak pidana (residivisme) secara menyeluruh dan

berkelanjutan.

14 R.B. Sularto, Dkk, Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bentuk
Pertanggungjawaban Pidana dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Semarang), Journal Article, Vol 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm 13.

15 Hikmahanvazio, Analisis Belum Terlaksana Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga
Pemasyarakatan Indonesia, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol 04, Nomor 6, Tahun 2022, him
20.



Berdasarkan latar beelakang diatas, maka peenulis teertarik meenulis skripsi
deengan judul Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Memberikan

Rekomendasi Program Pembinaan Kepada Narapidana.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Perumusan Masalah

a. Bagaimanakah peran pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan
rekomendasi program pembinaan kepada narapidana?

b. Apakah faktor penghambat pemberian rekomendasi program pembinaan

kepada narapidana?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada kajian Hukum Pidana Formil, dengan titik perhatian
pada peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyusun dan memberikan
rekomendasi terkait program pembinaan bagi narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dan Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Bandar Lampung. Adapun ruang lingkup keilmuan
yang menjadi landasan penelitian ini berada dalam ranah Hukum Pidana. Penelitian
ini dilaksanakan pada tahun 2025 dan berlokasi di Jati Agung, Kabupaten Lampung

Selatan, Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui dan Mengidentifikasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam
memberikan rekomendasi Program Pembinaan terhadap Narapidana.

b. Mengetahui faktor penghambat peemberian rekomendasi program pembinaan

kepada narapidana.



b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis
maupun praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan
pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum
Pidana. Kajian ini juga bertujuan untuk memperluas wawasan akademik mengenai
Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan
di Indonesia, serta memberikan Gambaran nyata mengenai pelaksanaan Hukum
Pidana Formil di lapangan. Dengan demikian, penlitian ini dapat menjadi acuan
dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan responsive di masa
mendatang.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya sekedar menggabungkan antara teori
dan praktek saja, melainkan mampu juga memberikan informasi kepada instansi,
lembaga, akademisi dan masyarakat secara umum mengenai gambaran yang
berkaitan dengan peran pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan

rekomendasi program pembinaan kepada narapidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan berpikir yang digunakan sebagai acuan
dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, kerangka teori adalah rangkaian
konsep dan prinsip yang membantu memperjelas fokus penelitian, mengarahkan
pengumpulan fakta, serta membangun struktur konsep yang relevan. ® Dalam
penelitian ini, kerangka teoritis yang digunakan yaitu:

a. Teori Peran

Teori peran digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan social dengan
melihat tindakan yang dilakukan individu dalam konteks peristiwa tertentu. peran

adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus

16 Muslih, M. Filsafat limu,; Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori llmu
Pengetahuan (Vol. 1, No. 1). Tahun 2021, hlm 14.



bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi
sosialnya. Menurut Soerjono Soekanto, peran memiliki beberapa dasar utama,
yaitu:'

1) Peran normatif adalah bentuk peran yang bersifat dinamis dari suatu
kedudukan. Seseorang dianggap menjalankan peran ini apabila ia
melaksanakan hak dan kewajibannya seseuai dengan posisi atau status yang
dimilikinya.

2) Peran ideal adalah jenis peran yang dijalankan berdasarkan standar atau nilai-
nilai yang dianggap ideal. Peran ini menggambarkan apa yang seharusnya
dilakukan oleh individua tau kelompok sesuai dengan kedudukan dalam suatu
struktur sosial.

3) Peran faktual adalah peran yang benar-benar dilaksanakan dalam realitas
sosial. Peran ini tercermin dari tindakan nyata individu atau lembaga dalam
kehidupan sehari-hari, sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

b. Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Secara umum, penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk
menerapkan instrumen hukum guna menjatuhkan atau menegakkan sanksi hukum.
Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses
yang bertujuan untuk mewujudkan kehendak hukum yaitu gagasan atau maksud
dari pembuat undang-undang yang telah dituangkan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan agar dapat diterapkan dalam realitas kehidupan. Adapun
menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi

efektivitas penegakan hukum, adalah: 18

1) Faktor Hukum

Merupakan isi dan kualitas peraturan perundang-undangan itu sendiri. Faktor ini
mencakup kejelasan, konsistensi, dan kesesuaian aturan hukum dengan kebutuhan
masyarakat. Jika undang-undang tidak jelas, bertentangan, atau tidak sesuai dengan

perkembangan sosial, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan.

17 Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Haris. "Implementasi layanan peradilan bagi penyandang
disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." Sakina: Journal of Family
Studies 6.2 (2022), hlm 22.

18 Igsandri, "Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia." Journal of
criminology and justice, Vol. 2, No.1, (2022): hlm 3.
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2) Faktor Penegak Hukum

Meliputi pihak-pihak yang bertugas membentuk dan menerapkan hukum, seperti
polisi, jaksa, hakim, dan aparat pemasyarakatan. Faktor ini sangat menentukan
karena kualitas, integritas, kompetensi, dan profesionalisme penegak hukum akan
sangat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Masalah seperti korupsi,
diskriminasi, dan kurangnya kemampuan teknis dapat menghambat proses

penegakan hukum.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum memerlukan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai,
seperti tenaga yang terlatih, peralatan, dana, dan organisasi yang baik. Ketiadaan
fasilitas yang memadai akan menghambat pelaksanaan tugas penegak hukum secara

optimal.

4) Faktor Masyarakat

Lingkungan sosial dan budaya tempat hukum diterapkan juga memengaruhi
penegakan hukum. Kesadaran hukum, kepatuhan masyarakat, serta sikap dan
perilaku warga terhadap hukum akan menentukan tingkat efektivitas hukum itu

sendiri.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam pergaulan hidup
turut memengaruhi bagaimana hukum dipahami dan dilaksanakan. Nilai-nilai
budaya yang hidup di masyarakat dapat mendukung atau menghambat

pelaksanaan hukum.

2. Konseptual

Konseptual merupakan penjabaran dari konsep-konsep khusus yang saling berkaitan
dan membentuk satu kesatuan makna, yang berhubungan dengan istilah-istilah yang
akan dikaji atau dijelaskan dalam sebuah karya ilmiah. Adapun istilah-istilah yang

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Implementasi yaitu
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pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, program, atau tugas secara nyata dan

sistematis di lapangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.®

1) Peran yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Dimana serangkaian
hak, kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada seseorang sesuai dengan
posisi atau statusnya dalam suatu sistem sosial atau organisasi.?’

2) Pembimbing Kemasyarakatan yaitu pejabat fungsional penegak hukum yang
bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasanm,
dan pendampingan terhadap klien, seperti narapidana atau anak yang berhadapan
dengan hukum.?!

3) Rekomendasi Program Pembinaan merupakan serangkaian upaya yang
dirancang secara terencana, terarah, dan sistematis untuk meningkatkan kualitas
individu, kelompok, atau organisasi. Pembinaan ini dilakukan melalui berbagai
pendekatan, metode, dan strategi yang disesuaikan, dengan tujuan utama
menghasilkan perubahan yang lebih baik serta meningkatkan daya guna dan
produktivitas. 22

4) Narapidana yaitu orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan

menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan atau penjara.?

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun ke dalam lima bab utama yang tersusun secara sistematis untuk
memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi pembahasan. Adapun

sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

19 Tham Bisri. Sistem hukum Indonesia : Prinsip-prinsip & implementasi hukum di Indonesia. Jakarta
: Raja Grafindo Persada, 2018, him 10.

20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2010, hlm 22.

2l Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Modul Pembimbing
Kemasyarakatan. Edited by Tim PAU Universitas Terbuka dan Siti Zahra Yundiafi. Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan, Tahun 2012, him 15.

22 Rina Kastori, Pengertian Pembinaan Menurut Para Ahli, https://www.kompas.com. 29
September 2023, diakses pada 11 Mei 2025.

2 Soedjari Amari, Analisis Terhadap Integrasi Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari
Rumah Tahanan Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, Jurnal Judiciary, Vol. 1,
No. 1, Tahun 2018, him 14.
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I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan yang mendasari latar
belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan,
serta kerangka teori yang digunakan sebagai landasan berpikir. Di akhir bab ini juga
dijelaskan sistematika penulisan secara keseluruhan untuk memberikan Gambaran
umum isi skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat penjelasan mengenai berbagai teori dan konsep yang relevan
dengan topik penelitian, tinjauan pustaka penting sebagai dasar teoritis dalam acuan
dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini dibahas pula
pengertian umum dan penjelasan mengenai Implementasi Peran Pembimbing
Kemasyarakatan dalam Memberikan Rekomendasi Program Pembinaan kepada
Narapidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci dan
sistematis. Penjabaran mencakup pendekatan masalah, sumber, jenis data,
penentuan sumber, prosedur pengumpukan dan pengolahan data, serta analisis data.
Pemilihan metode yang tepat bertujuan untuk menghasilkan data yang valid dan
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan,
termasuk analisis dan pembahasan terhadap data yang diperoleh. Fokus utama
dalam bab ini adalah mengevaluasi implementasi Peran Pembimbing
Kemasyarakatan dalam Memberikan Rekomendasi Program Pembinaan Kepada
Narapidana.

V. PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang te;ah dilakukan serta
saran-saran yang dapat diberikan untuk pihak terkait maupun pada penelitian

selanjutnya.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan pejabat fungsional dalam sistem
peradilan pidana yang berperan sebagai penegak hukum, dengan tugas utama
menyusun penelitian kemasyarakatan (litmas), memberikan pembimbingan,
pengawasan, serta pendampingan kepada klien, baik anak maupun dewasa, selama

proses hukum berlangsung maupun setelahnya.

Pengertian pembimbing kemasyarakatan secara umum adalah petugas professional
yang menjalankan peran strategis dalam sistem pemasyarakatan, yang fokus
utamanya adalah pada upaya rehabilitasi sosial klien melalui pendekatan non-
punitif yang mengedepankan pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial ke

dalam masyarakat.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,
yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, penelitian

kemasyarakatan, pendampingan, pengawasan, dan pembimbingan terhadap klien.

Pembimbing kemasyarakatan merupakan bagian penting dalam sistem
pemasyarakatan, dengan status sebagai petugas professional yang bekerja
berdasarkan penunjukan resmi, memiliki kewenangan penuh, dan berada di bawah

pengawasan serta otoritas pejabat yang berwenang.
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Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 juga menyebutkan
bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional yang bertugas
melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan
pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa
PK bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga berperan dalam menjalankan fungsi

sosial dan reintegratif terhadap klien.

Abintoro Prakoso mengemukakan Pembimbing Kemasyarakatan bertugas
mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai latar belakang klien,
keluarganya, dan lingkungan sosialnya. Untuk itu, Pembimbing Kemasyarakatan
dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan teknis, serta jiwa sosial yang sesuai.
Dalam pelaksanaannya, Pembimbing Kemasyarakatan wajib mematuhi pedoman

dan ketentuan resmi yang berlaku.?

Sumarsono menyatakan Pembimbing Kemasyarakatan yang sebelumnya dikenal
sebagai pekerja sosial kehakiman merupakan pegawai yang bertugas menyusun
informasi mengenai kondisi pribadi klien, keluarganya, serta lingkungan sosialnya,
termasuk latar belakang dan faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak
melakukan pelanggaran hukum. Informasi tersebut kemudian dirangkum dalam
sebuah dokumen resmi yang kini disebut sebagai laporan hasil penelitian

kemasyarakatan (litmas).?

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-
PK.04.10 Tahun 1998, Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pada Balai
Pemasyarakatan yang ditunjuk atau diangkat secara resmi untuk menjalankan
fungsi sebagai pembimbing kemasyarakatan, dan dapat diberhentikan oleh Menteri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas
utamanya meliputi pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, serta
pendampingan terhadap anak, baik dalam proses peradilan pidana maupun di luar

proses tersebut.

24 Prakoso Abintoro, Pembaharuan Sistem Pradilan Anak. Yogyakarta: PT. Laksbang Grafika, 2013.
hlm 13.

%5 Sumarsono. Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan. jakarta: Direktor Bimbingan
Kemasyarakatan Dan pengentasan Anak, 2012. hlm 31.
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Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki pengetahuan, keterampilan teknis,
serta dedikasi dalam bidang pekerjaan sosial, sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya. Dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan,
pembimbing wajib berpegang pada pedoman dan ketentuan yang berlaku.
Pelayanan yang diberikan tidak bertujuan untuk membalas atau menghukum,
melainkan fokus pada pendekatan profesional yang bertujuan memperbaiki dan

meningkatkan kemampuan klien dalam menjalin hubungan sosial di masyarakat.

2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan
peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan sistem
Pemasyarakatan. Peran strategis Pembimbing Kemasyarakatan ini tercantum di
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai
petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan,
pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar

proses peradilan pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan memegang peran penting dalam sistem peradilan
pidana di Indonesia, terutama dalam penerapan sistem Pemasyarakatan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,
Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melaksanakan litmas (penelitian
kemasyarakatan), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien,

baik dalam maupun di luar proses hukum.?

Pendampingan ini meliputi pemberian rekomendasi berdasarkan hasil litmas serta
kerja sama dengan penyidik dan pekerja sosial untuk menentukan langkah terbaik

bagi klien.?’

Menurut Sumarsono A. Karim, Pembimbing Kemasyarakatan
memiliki peran untuk membantu petugas memahami lebih dalam mengenai

individu yang ditahan serta lingkungan sosial tempat mereka berasal.

% Aji Darma Agus Wibowo, Iskandar Wibawa, Peran Kemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien
Lansia Di Balai Pemasyarakatan Kelas Il Pati, Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, September 2023,
hlm 05.

27 Kustiyono, Peran Pembimbing Kemasyarakatan —dalam  Pendampingan ABH,
https://www.ditjenpas.go.id/ 13 Juni 2022 diakses pada tanggal 31 Mei 2025.
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Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan dalam mendorong petugas agar
mengembangkan pendekatan yang bersifat rehabilitatif, tidak semata-mata
berfokus pada pemberian hukuman. Dalam proses rehabilitasi atau dalam
pelaksanaan putusan lain dari pengadilan, Pembimbing Kemasyarakatan turut
berperan sebagai perpanjangan tangan pengadilan dengan memanfaatkan hasil
Litmas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembinaan, baik di Lapas maupun di

Bapas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatakan
pembimbingan adalah suatu kegiatan untuk memberikan bekal dalam
meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, dan
kemandirian bagi Klien. Peran Badan Pemasyarakatan sangat strategis dalam
proses peradilan pidana, dimulai pada tahap praadjudikasi hingga pascaadujdikasi.
Petugas pemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pemasyarakatan dalam
penyelenggaraan pembimbingan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan atau yang

disebut dengan PK.?®

Peran pembimbing kemasyarakatan menurut Tejo Harwanto adalah: 2°

a. Pembimbing Kemasyarakatan berperan dalam memberikan pemahaman
kepada terdakwa atau terpidana yang kesulitan memahami situasi yang
dihadapinya, termasuk peran sosial dan kondisi dirinya. Bantuan ini juga
mencakup pemahaman terhadap lingkungan sosial mereka, yang sering kali
tidak mereka mengerti sepenuhnya.

b. Proses pembinaan interaksi langsung yang hangat dan penuh penerimaan dari
Pembimbing Kemasyarakatan dapat menjadi sumber motivasi yang penting
bagi narapidana untuk mengevaluasi kembali sikap dan perilaku mereka.

c. Pembimbing Kemasyarakatan membantu klien memahami situasi yang sedang
dihadapi, tidak hanya dengan membimbing dalam proses berpikir, tetapi juga
dengan mendorong perubahan sikap dan perilaku berdasarkan fakta yang ada,
sehingga klien dapat memperbaiki pola hidupnya.

d. Klien dengan permasalahan kepribadian yang cukup kompleks, Pembimbing
Kemasyarakatan memberikan bantuan jangka panjang untuk membantu
mereorganisasi pola perilaku yang bermasalah.

e. Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan dalam membantu klien membuat
keputusan yang tepat dengan membimbing mereka menganalisis masalah
secara rasional dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi yang tersedia.

2 Ibid... him 31
2 Veriyadi Tejo Harwanto, Taufiq Effendy W, Modul Pembimbing Kemasyarakatan, Direktorat
Jendral Pemaasyarakatan Kementrian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 2012.
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Menurut Rahmat, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat
penting dalam mengoptimalkan bimbingan terhadap klien dewasa guna
mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan yang berusaha mengoptimalkan
reintegrasi dan tidak terjadinya pengulangan tindak pidana. Dalam hal ini
dijelaskan terdapat 7 peran yang harus dimiliki oleh seorang Pembimbing
Kemasyarakatan:

1. Broker yaitu menyediakan pelayanan sosial kepada klien pemasyarakatan,
dimana para Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan kerja sama dengan
instansi lain untuk mempermudah dalam proses bimbingan yang akan di
lakukan oleh klien sesuai dengan masalah yang dihadapinya.

2. Mediator Yaitu menghubungkan klien dengan berbagai sumber pelayanan
sosial yang ada dalam masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan

3. Public Educator yaitu memberikan dan menyebarkan informasi mengenasi
masalah-masalah dan pelayanan sosial yang tersedia mengenasi masalah-
masalah dan pelayanan sosial yang tersedia.

4. Advocat yaitu sebagai pembela klien dalam memperjuangkan hak-hak nya
memperoleh pelayanan klien agar lembaga menjadi lebih responsive
memenuhi kebutuhan klien adapun hak-hak sebagian klien salah satunya yaitu
mendapatkan pembinaan di luar lembaga telah terpenuhi tetapi ada juga yang
harus diperhatikan yaitu selain memiliki hak klien juga mempunyai kewajiban
salah satunya yaitu mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku
dalam proses pembimbingan.

5. Behavior Specialist adalah menjadi ahli yang dapat melakukan berbagai
strategi dan teknik pengubahan perilaku.

6. Konsultan yaitu memberi nasehat dan saran profesional kepada klien mengenai
berbagai cara pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah.

7. Konselor yaitu memberikan pelayanan penyelesaian masalah, pembimbing
kemasyarakatan harus mampu memecahkan masalah klien dengan tepat dan
tidak mengurangi dari asas-asas dalam bimbingan.

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan sangat penting,
terutama pada tahap reintegrasi sosial. Pada tahap ini, pembimbing membantu
narapidana beradaptasi kembali dengan masyarakat setelah menjalani masa pidana.
Peran ini tidak hanya administratif, tetapi juga strategis dalam mewujudkan tujuan
pemasyarakatan, yaitu membentuk narapidana yang lebih baik, bertanggungjawab,

dan mampu berkontribusi positif di Tengah masyarakat.

% Doris Rahmat, “Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan,” Pranata Hukum 13,
no. 2 (2018): 181-86, https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v13i2.171.



18

Peran pembimbing kemasyarakatan diperlukan peningkatan profesionalisme
melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan kapasitas, dan pemahaman pendekatan

pembinaan yang humanis.3!

Dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten juga menjadi faktor penting dalam
menciptakan reintegrasi yang efektif. Sinergi antara profesionalisme pembimbing
dan kebijakan yang berkelanjutan diharapkan dapat menjadikan proses pembinaan
lebih efektif, manusiawi, dan berkesinambungan demi terwujudnya masyarakat

yang aman dan inklusif.

3. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1
angka 23 mengemukakan Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas
pemasyarakatan yang bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan,
pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien. Peran ini
mencerminkan kehadiran negara dalam membantu individu yang melakukan
kesalahan agar dapat kembali diterima di masyarakat. Pembimbingan sendiri
merupakan proses bimbingan yang mencakup pembentukan kepribadian dan
perbaikan mental klien, termasuk dalam aspek keagamaan, sikap, perilaku, hingga

kondisi jasmani.

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan,
analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif oleh
Pembimbing Kemasyarakatan (PK) hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (15)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Litmas menjadi
salah satu instrumen penting dalam mendukung proses pembinaan dan pelayanan
terhadap pelaku tindak pidana, baik yang berstatus sebagai tahanan, narapidana,

anak, maupun klien pemasyarakatan.

Tujuan utama dari Litmas adalah untuk memberikan gambaran utuh mengenai latar
belakang sosial, psikologis, ekonomi, serta lingkungan dari individu yang sedang

berhadapan dengan hukum. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar

31 Ramadhan, “Optimalisasi Peran Pembimbinh Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Resiko
Residivis Terhadap Klien Pemasyarakatan.” Jurnal Komunikasi Hukum 6, no. 2 (2020): 600—-608,
hlm 13.
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pertimbangan dalam proses peradilan maupun pelaksanaan program pembinaan,

pembimbingan, atau pengawasan.

Tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan secara khusus diatur dalam Pasal 56
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

a. Pendampingan;

b. Pembimbingan; dan

c. Pengawasan.

Ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan menunjukkan bahwa PK memiliki peran yang sangat penting dan
strategis dalam mendukung keberhasilan proses pembinaan terhadap warga binaan.
Tugas-tugas yang diemban oleh PK seperti melakukan penelitian kemasyarakatan,
memberikan pendampingan, melakukan pembimbingan, dan pengawasan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemasyarakatan yang

menyeluruh.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun
1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat Pembimbing Kemasyarakatan,
pembimbing memiliki sejumlah tanggung jawab, antara lain: 2

a. Menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) berdasarkan kajian
yang telah dilakukan.

b. Menghadiri sidang tim pengamat pemasyarakatan guna menyampaikan data,
saran, dan hasil observasi.

c. Mengikuti persidangan perkara anak yang berhadapan dengan hukum untuk
memberikan masukan kepada hakim berdasarkan hasil penelitian
kemasyarakatan.

d. Melaksanakan tugas pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap
anak dalam proses peradilan anak.

e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Pemasyarakatan.

32 Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai
Pemasyarakatan Bandung, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 1, Maret 2019, hlm 15.
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Berdasarkan berbagai peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum
tugas utama Pembimbing Kemasyarakatan meliputi penyusunan laporan litmas
untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara anak, serta
pelaksanaan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama proses diversi

dan pelaksanaan kesepakatan hukum.

Pembimbing kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai penghubung dalam transisi

warga binaan kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani hukuman pidananya.

Pembimbing kemasyarakatan secara tidak langsung memiliki tanggung jawab

untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan fungsi Balai Pemasyarakatan

yaitu: 3

a. Penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai rekomendasi dalam siding
peradilan.

b. Registrasi terhadap klien pemasyarakatan.

c. Mengikuti sidang peradilan di PN (Pengadilan Negeri) dan mengikuti sidang
tim pengamat pemasyarakatan di Lapas.

d. Memberikan bimbingan kejutan kepada klien pemasyarakatan, bekas
narapidana dan anak negara.

e. Melakukan pekerjaan/urusan yang berkaitan dengan tata usaha

pemasyarakatan.

B. Tinjauan Umum Program Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Secara harfiah pengertian bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntunan;
pimpinan.®* Dalam konteks pembinaan narapidana maupun klien pemasyarakatan,
bimbingan memiliki makna yang lebih luas, yakni sebagai suatu proses sistematis

yang bertujuan membantu individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya dan

3 Ricky Fahriza, Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya
Pencegahan Overcrowdeddi Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Reformasi Hukum, Vol 14, No 2,
Juli-Desember 2020, hlm 130-149.

34 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). http://kbbi.web.id/narapidana, diakses 1 Juni 2025.
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menyiapkan mereka agar dapat menjalani kehidupan yang lebih

baik di masa depan.

Pembinaan merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk
memberikan arahan, bimbingan, dan perbaikan, agar individu atau kelompok dapat
melaksanakan tugasnya dengan lebih baik serta berkembang secara optimal. Tujuan
utama dari pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, dan
kemandirian seseorang demi tercapainya hasil yang diinginkan, baik dalam aspek

pribadi maupun sosial.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, mendefinisikan
pembinaan sebagai upaya untuk mengembangkan kualitas mental, spiritual,
intelektual, dan sikap narapidana agar mampu kembali ke masyarakat secara positif.
Pengertian ini menekankan bahwa pembinaan tidak hanya sebatas proses
administratif di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi merupakan pendekatan

menyeluruh terhadap perubahan perilaku dan karakter individu.

Mitha Thoha menyatakan bahwa pembinaan adalah proses perbaikan dan
pengembangan ke arah yang lebih baik, yang berarti bahwa pembinaan bertujuan
untuk membawa seseorang dari kondisi yang negatif menuju arah yang lebih
konstruktif. Pembinaan ini bersifat berkelanjutan dan memerlukan pendekatan yang

manusiawi serta partisipatif.

G. E. Gysbers dan D. C. Henderson mengemukakan bahwa bimbingan adalah
proses membantu individu dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah
yang berkaitan dengan perkembangan dirinya, baik secara pribadi, sosial,
pendidikan, maupun karier. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bimbingan
memiliki peran strategis dalam membentuk kemampuan individu agar mampu

menjalani kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab.®

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa pembinaan adalah proses pengembangan
kemampuan dan karakter individu atau kelompok melalui serangkaian kegiatan

yang terencana dan berkelanjutan agar mencapai hasil yang diharapkan. Dengan

% Bakhrudin All Habsy, Filosofi Keilmuan Bimbingan dan Konseling, Jurnal Pendidikan Volume 2
Nomor 1 Tahun 2017, him 14.
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kata lain, pembinaan bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi merupakan

program terpadu yang memadukan aspek mental, moral, dan keterampilan. *

Mangunhardjana menekankan pentingnya strategi dan perencanaan nasional agar
program pembinaan dapat tepat sasaran dan menghasilkan prestasi optimal.
Pembinaan juga mencakup penentuan isi, sasaran, pendekatan, serta metode
pelaksanaanya yang terstruktur.®” Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
tidak hanya berfokus pada pemberian keterampilan atau pengetahuan semata, tetapi

juga diarahkan pada pengembangan kepribadian dan nilai-nilai moral.3®

Tujuannya adalah agar narapidana mampu merefleksikan perbuatannya, menyadari
kesalahannya, dan terdorong untuk memperbaiki diri secara tulus. Dengan
pendekatan ini, pembinaan diharapkan tidak hanya menghasilkan individu yang
patuh hukum, tetapi juga pribadi yang memiliki kesadaran sosial dan tanggung
jawab moral terhadap masyarakat. *° Pembinaan merupakan proses sistematis yang
bertujuan membantu individu dalam mengatasi permasalahan hidup dan
mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Dalam konteks pemasyarakatan,
pembinaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencakup pengembangan
mental, spiritual, intelektual, moral, dan keterampilan narapidana agar mampu

kembali ke masyarakat secara positif dan mandiri.

2. Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan

Tujuan utama dari pembinaan narapidana adalah membangkitkan kesadaran diri
(consciousness). Kesadaran ini hanya dapat tumbuh jika seseorang mampu
mengenal dan memahami dirinya sendiri. Pemahaman terhadap diri sendiri menjadi
kunci perubahan ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih positif. anpa refleksi

dan pengenalan diri, proses perubahan menjadi sangat sulit, bahkan mustahil.

% Dwi Bhakti Indri, Filsafat Ilmu Bimbingan Dan Konseling Di Indonesia: Telaah Kritis Teori Dan
Praktis, Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol. 1, No. 2, Tahun 2021, hlm 15.

% Ayu Tri Yuningsih, Studi Literatur Mengenai Perancangan Program Pembimbungan dan
Konseling Komprehensif Bidang Layanan Perencanaan Individual, Jurnal Edukasi, Vol. 7, No. 1,
Tahun 2021, hlm 21.

% Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani , Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem
Pemasyarakatan Indonesia, (Bandar Lampung: AURA), 2018. hlm 83.
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C.I Harsono mengatakan tujuan utama dari pembinaan narapidana adalah
membangkitkan kesadaran dalam diri individu. Untuk mencapai kesadaran tersebut,
seseorang harus terlebih dahulu mengenal dirinya sendiri. Hanya dengan mengenal
diri, seseorang dapat mengalami perubahan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih
maju, dan berpikir positif. Tanpa pemahaman akan jati diri, proses perubahan akan

sangat sulit, bahkan mustahil terjadi.

Kesadaran akan tujuan pembinaan narapidana, cara mencapainya dilakukan
berbagai tahap, yaitu:*

1) Mengenal diri sendiri, yaitu membawa narapidana ke dalam suasana yang
kondusif untuk merenung, menggali, dan memahami diri sendiri, baik dari sisi
positif maupun negatif. Tahap ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk
Tuhan yang memiliki tugas dan misi sebagai hamba-Nya, serta harus memahami
relasi antara dirinya dengan Tuhan sebagai individu.

2) Memiliki kesadaran beragama, yaitu kemampuan untuk menghayati nilai-nilai
keagamaan dan menerapkannya dalam tindakan nyata sebagai insan beriman.

3) Mengenal potensi diri, serta mengembangkan kemampuan dan bakat yang
dimiliki untuk hal-hal yang konstruktif.

4) Mengenal cara memotivasi, yaitu mendorong diri untuk terus bergerak ke arah
positif, tidak menyerah pada keadaan, optimis menatap masa depan, dan
menjadikan masa lalu sebagai pelajaran yang tidak diulang.

5) Mampu memotivasi orang lain, kelompok dan keluarga maupun masyarakat
sekelilingnya.

6) Mampu memiliki kesadaran yang tinggi baik untuk diri sendiri, keluarga,
kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya.

7) Mampu berfikir dan bertindak berdasarkan keputusannya.

8) Memiliki kepercayaan yang kuat.

9) Memiliki tanggung jawab.

10) Menjadi pribadi yang tangguh dan utuh, yaitu individu yang siap menghadapi
segala bentuk tantangan, hambatan, dan rintangan dalam setiap langkah
kehidupan dengan bijak dan kuat.

Tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2022 adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak
tahanan dan anak, sekaligus meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian
warga binaan. Pembinaan ini bertujuan agar warga binaan menyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana, sehingga mereka dapat
kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, taat hukum, bertanggung jawab,

serta mampu berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.

40 Ibid.... him. 68
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Pembinaan narapidana merupakan bagian integral dari Sistem Pemasyarakatan
yang bertujuan untuk membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya,
menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Landasan hukum pembinaan ini
diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan, khususnya:

1) Pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan dilaksanakan
berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong,
kemandirian, profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

2) Pasal 3 menjelaskan tujuan pemasyarakatan, yaitu membentuk warga binaan
agar menjadi manusia yang sadar, bertanggung jawab, dan mampu berperan aktif

dalam kehidupan sosial setelah selesai menjalani pidana.

Pengaturan hak dan kewajiban narapidana termuat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU
No. 22 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa narapidana berhak memperoleh
perawatan, pendidikan, pembinaan, dan perlakuan manusiawi, serta berkewajiban
menaati tata tertib yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D dan Pasal 28G
UUD NRI 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mengatur bahwa
setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat

manusia.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk memulihkan kesatuan hidup,
kehidupan, dan penghidupan bagi warga binaan, dengan pendekatan yang
mengedepankan perlakuan manusiawi dan penghormatan terhadap hak asasi
manusia. Pembinaan diarahkan tidak hanya untuk memperbaiki perilaku
narapidana selama di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga mempersiapkan mereka

agar dapat reintegrasi sosial secara sehat dan produktif setelah bebas.

Tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan mencakup aspek rehabilitasi dan
reintegrasi sosial, yang dilakukan melalui program-program pembinaan
kepribadian, kemandirian, pendidikan, dan pelatihan keterampilan, guna
mengurangi angka residivisme dan meningkatkan keamanan serta kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan.
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3. Peran dan Fungsi Pembinaan

Dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan, kepala lembaga pemasyarakatan
bertanggung jawab mengawasi perkembangan kegiatan kerja, Administrasi
Pengamanan, Perilaku, dan Administrasi Manajemen, yang meliputi urusan
kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Penghuni penjara, warga binaan, dan tahanan.

Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan berperan sebagai proses yang bertujuan
untuk membentuk dan meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian
narapidana agar mercka dapat kembali diterima secara sosial dan berperan aktif
dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Pembinaan berfungsi sebagai
sarana rehabilitasi yang menggantikan pendekatan penghukuman tradisional

dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada reintegrasi sosial.*!

Pembinaan juga berperan sebagai media untuk mengembangkan potensi narapidana
melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan sosial, dan pembinaan
keagamaan, sehingga mereka memiliki bekal yang cukup untuk membangun
kehidupan yang lebih baik dan menghindari perilaku kriminal di masa depan.
Petugas Pemasyarakatan, termasuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK), memegang
peran strategis dalam mengarahkan narapidana melalui program pembinaan yang
sesuai kebutuhan individu. Berdasarkan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018
tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor
3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti

Bersyarat, PK memiliki tanggung jawab untuk:

1) Melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) untuk menilai kebutuhan
pembinaan narapidana.

2) Memberikan rekomendasi program pembinaan yang tepat sasaran.

3) Melaksanakan pembimbingan yang berkelanjutan, termasuk setelah narapidana

bebas (aftercare).

41 Sukirman, Nasrullah, Jufrin, Muhammad Amin, Ahmad, dan M. Asas Imaddudin, Peran Lembaga
Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana di Bima NTB, Media Hukum
Indonesia, Vol. 2 No. 2, April-Juni 2024, him 20.
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Berhasilnya proses pembinaan narapidana banyak tergantung kepada petugas
pemasyarakatan, karena petugas secara langsung yang akan berhadapan dengan
narapidana. Oleh sebab itu petugas mempunyai kedudukan sentral dalam proses
pembinaan, sehingga kualitas petugas akan mempengaruhi hasil pembinaan.
Adapun peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan
narapidana adalah sebagai berikut :*2

a) Sebagai pembimbing dan pendidik: Petugas pemasyarakatan berfungsi sebagai
pembimbing, pendidik, dan pekerja sosial yang membantu narapidana dalam
proses perubahan perilaku dan pengembangan diri.

b) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban: Pembinaan turut berperan menjaga
keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan agar proses
pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

c¢) Pengembangan karakter dan kepribadian: Pembinaan diarahkan untuk
membentuk karakter, kepribadian yang bertanggung jawab, mandiri,
berkualitas, dan bermartabat.

d) Fasilitasi reintegrasi sosial: Pembinaan mempersiapkan narapidana agar dapat
kembali diterima dan berintegrasi secara sehat dalam masyarakat setelah masa
hukuman berakhir.

e) Pengembangan keterampilan dan pendidikan: Pembinaan menyediakan
program pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja yang menjadi modal bagi
narapidana dalam mencari pekerjaan dan mandiri secara ekonomi setelah
bebas.

f) Mendorong kesadaran hukum dan sosial: Melalui pembinaan, narapidana
diharapkan  menyadari  kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

mengulangi tindak pidana.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 mengatur hak dan kewajiban narapidana
secara jelas untuk menjamin perlakuan manusiawi dan adil. Narapidana berhak
mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan hak bersyarat

seperti remisi, sementara kewajibannya meliputi menaati peraturan, mengikuti

42 Saputra, F. (2020). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum pidana
dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. REUSAM: Jurnal llmu Hukum, him 12.
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pembinaan, dan menjaga ketertiban. Pengaturan ini bertujuan mendukung proses

rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang efektif.

Pengaturan tersebut tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi bagian
dari strategi nasional dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih
berkeadilan, progresif, dan berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan.
Dengan demikian, pembinaan menjadi pilar utama dalam mendukung keberhasilan
tujuan akhir pemasyarakatan, yakni resosialisasi dan reintegrasi sosial

narapidana secara utuh.
C. Pengertian Hak dan Kewajiban Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani pidana penjara karena telah
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Kamus Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), narapidana diartikan sebagai "orang hukuman," yaitu orang

yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. 43

Berdasarkan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan, narapidana merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana
berupa kehilangan kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian,
narapidana dapat diartikan sebagai individu yang sedang menjalani hukuman di
Lembaga Pemasyarakatan akibat putusan pengadilan. Sebelum istilah "narapidana"
digunakan secara resmi, istilah yang lazim dipakai adalah "orang penjara" atau
"orang hukuman", sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1)
Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708. 4

Menurut Harsono, narapidana adalah individu yang telah dinyatakan bersalah oleh
hakim dan wajib menjalani hukuman. Wilson berpendapat bahwa narapidana
merupakan manusia yang mengalami permasalahan sosial sehingga perlu

dipisahkan dari masyarakat guna belajar berperilaku sesuai norma. Sementara itu,

4 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/narapidana diakses pada tanggal 1
Juni Mei 2025

4 Wahdaningsi, 2015. Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan
Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa
Universitas Hasanuddin, Makassar.
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Dirjosworo menyatakan bahwa narapidana adalah manusia biasa yang dipisahkan

oleh keputusan hakim karena melanggar norma hukum. 4

Narapidana sering disebut juga sebagai orang hukuman, pesakitan, tahanan,
terpidana, atau terhukum, yaitu individu yang sedang menjalani hukuman akibat
tindak pidana. Dalam Kamus Induk Istilah Ilmiah, narapidana diartikan sebagai
orang hukuman atau orang buaian. Sementara itu, Kamus Hukum mendefinisikan
narapidana sebagai seseorang yang sedang menjalani pidana di lembaga

pemasyarakatan.*®

Status narapidana ditetapkan berdasarkan putusan hukum, secara hakikat mereka
tetap manusia yang memiliki hak asasi sebagaimana warga negara lainnya. Status
tersebut tidak menghilangkan kedudukan mereka sebagai subjek hukum. Oleh
karena itu, perlakuan terhadap narapidana harus berlandaskan prinsip
penghormatan martabat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D Ayat
(1) dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 2945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Narapidana merupakan individu yang memiliki karakteristik khusus menurut
ketentuan hukum. Meskipun pada dasarnya mereka adalah manusia seperti pada
umumnya, status sebagai narapidana ditetapkan berdasarkan putusan hukum yang
berlaku. Secara yuridis, narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani pidana

dalam lembaga pemasyarakatan.*’

Narapidana adalah orang yang telah melakukan kejahatan kepada orang lain atau
melanggar ketentuan hukum dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta atas perbuatannya maka ia
dikenakan hukuman sebagai balasan dari perbuatannya dan terhadap putusan
pengadilan itu tidak ada upaya hukum lagi sehingga orang tersebut tinggal

menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana merupakan individu yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak

pidana melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan sedang

4 Ibid... him 13
46 Jonaedi Efendi, Kamus Istilah Hukum Populer. (Jakarta : Kencana, 2016), him. 31.
4 Ibid... him 79
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menjalani pidana kehilangan kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Istilah ini
secara resmi digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan, menggantikan sebutan lama seperti orang penjara atau orang

hukuman.

2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Negara Indonesia sebagai negara nukum sudah seharusnya memperhatikan dan

mengayomi hak-hak narapidana, walaupun narapidana adalah seseorang yang telah

melanggar hukum. Adapun Hak-Hak Narapidana menurut Pasal 9 Undang- Undang

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ialah:

a. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya.

b. Mendapatkan perawatan jasmani dan rohani.

c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional, dan kesempatan
mengembangkan potensi diri.

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan
gizi.

e. Mendapatkan layanan informasi dan penyuluhan hukum serta bantuan hukum.

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak
dilarang.

g. Mendapatkan perlakuan manusiawi, dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi,
kekerasan, dan tindakan yang membahayakan fisik dan mental.

h. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.

1. Mendapatkan pelayanan sosial.

j. Menerima  atau  menolak  kunjungan  dari  keluarga, advokat,

pendamping, dan masyarakat.

Hak-hak ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam United Nations Standard
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules) yang
menekankan bahwa pembatasan kebebasan fisik narapidana tidak boleh

menghilangkan hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9

disebutkan hak-hak narapidana, disamping hak-hak narapidana juga ada kewajiban
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yang harus dipenuhi oleh narapidana seperti yang tertuang dalam Pasal 11 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu:

1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan
tertentu.
2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab narapidana untuk berpartisipasi
aktif dalam proses pembinaan, sehingga diharapkan dapat memulihkan kesadaran
hukum, memperbaiki perilaku, serta mempersiapkan mereka kembali ke

masyarakat.

D. Faktor-Faktor Penghambat Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan cita-cita hukum, yaitu
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo,
penegakan hukum merupakan upaya menjadikan norma hukum yang dirumuskan
oleh pembuat undang-undang menjadi kenyataan. Proses ini dilakukan oleh aparat

berwenang guna memastikan bahwa hukum ditaati oleh seluruh warga negara.*®

Penegakan hukum melibatkan aparat keamanan dan lembaga peradilan dalam
menangani pelanggaran serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang terbukti
bersalah. Tujuan utamanya adalah menjaga ketertiban, stabilitas, dan menjamin
kesetaraan di hadapan hukum. Di Indonesia, penegakan hukum menjadi sorotan,
khususnya akibat maraknya korupsi dan ketidakadilan dalam penanganan perkara,
terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. Korupsi yang melibatkan pejabat dan
aparat penegak hukum sering ditangani lamban dan tidak konsisten, sehingga

menimbulkan keraguan terhadap integritas sistem hukum.*°

4 Wongkar, F. Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan. Lex Et Societatis, Tahun 2019, hlm 76.

49 Yusuf Daeng, Darma Putri, Khevin Rahmat, Baginda S F, Keterbatasan Aparat Penegak Hukum
Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Multidisiplin Teknologi dan
Arsitektur, Vol. 2, No. 2 November 2024, hlm 03.
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Penegakan hukum berperan sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan
manusia. Untuk menjamin perlindungan tersebut, hukum harus ditegakkan dan
dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan secara tertib dan damai, namun

dalam kondisi tertentu juga dapat terjadi akibat adanya pelanggaran hukum.

Dalam menegakkan hukum, terdapat tiga aspek yang penting untuk diperhatikan,
yaitu: >

1. Kepastian Hukum: Prinsip bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten dan
sesuai aturan tanpa pengecualian, sehingga memberikan perlindungan dari
tindakan sewenang-wenang dan menjamin kepastian dalam penerapan hukum.

2. Manfaat: Penegakan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,
menjamin kemaslahatan bersama, serta menghindari timbulnya keresahan sosial
akibat pelaksanaan hukum.

3. Keadilan: Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dengan
mempertimbangkan aspek individual, meskipun hukum bersifat umum dan
berlaku untuk semua tanpa kecualian.

Meskipun sistem penegakan hukum telah dirancang dan dilaksanakan dengan baik,
masih terdapat berbagai kendala yang menghambat prosesnya. Oleh karena itu,
guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlu dilakukan upaya

berkelanjutan untuk mengenali dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu:

1) Faktor Perundang-undangan

Dalam penyusunan undang-undang, terdapat asas-asas yang bertujuan agar
peraturan tersebut memberikan dampak positif dan efektif dalam kehidupan
masyarakat. Namun, masih banyak undang-undang yang kurang memadai atau
tidak jelas, sehingga sulit diterapkan secara konsisten dalam berbagai kasus.>!
Selain itu, tumpang tindih dan pertentangan antar regulasi semakin mempersulit
proses penegakan hukum. Prosedur hukum yang panjang dan birokratis turut
memperlambat pelaksanaan hukum, yang pada gilirannya menurunkan
kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menimbulkan ketidakpuasan.

Lebih jauh lagi, diskriminasi dalam penerapan hukum terhadap kelompok tertentu

50 Arif, M. Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, Tahun
2021, hlm 91.

L Arif, A. R. (2015). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak
Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu
Hukum, hlm 09.
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menjadi kendala serius karena mengganggu rasa keadilan dan objektivitas

penegakan hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mencakup Polisi, Jaksa, Hakim, KPK, Advokat, dan petugas
pemasyarakatan, yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang berbeda.
Hakim berperan menentukan keputusan secara mandiri, sedangkan pihak lain
memberikan informasi hukum agar keputusan dapat diambil dengan adil.

Namun, penegakan hukum terkendala oleh rendahnya kualitas SDM, kurangnya
komitmen, lemahnya koordinasi antarpenegak hukum, intervensi politik, serta
praktik korupsi dan mafia peradilan. Koordinasi yang buruk menghambat
efektivitas penegakan hukum, sehingga diperlukan sistem peradilan terpadu untuk
mengatasi masalah tersebut. Jika penegak hukum tidak menjalankan tugasnya

sesuai undang-undang, penegakan hukum akan terganggu secara signifikan.>?

3) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban dan
kedamaian sosial. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki
tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Permasalahan yang muncul berkaitan
dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum, yang dapat berkisar dari tinggi, sedang,
hingga rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu

indikator penting dalam menilai efektivitas berfungsinya hukum tersebut.

4) Faktor Kebudayaan

Budaya di kalangan aparat penegak hukum yang cenderung mengabaikan kasus jika
tidak menjadi sorotan publik mencerminkan kurangnya komitmen terhadap prinsip
keadilan sebagai landasan utama penegakan hukum.>® Hal ini menunjukkan bahwa
perhatian aparat lebih dipengaruhi oleh tekanan masyarakat daripada kewajiban

hukum yang harus dijalankan. Selain itu, sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap

52 Goa, Lorentius. "Perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat." SAPA: Jurnal Kateketik
Dan Pastoral 2.2 (2017), hlm 17.

8 QOksidelfa Yanto, S. H. Pemidanaan atas kejahatan yang berhubungan dengan teknologi
informasi. Samudra Biru, 2021.
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sesama turut memperburuk keadaan, karena minimnya kesadaran untuk
melaporkan atau menuntut keadilan bagi korban menyebabkan banyak kasus
terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat dan masyarakat untuk
meningkatkan kesadaran hukum serta memperbaiki transparansi dan akuntabilitas

dalam penanganan kasus.

5) Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas sangat penting dalam penegakan hukum, meliputi tenaga
ahli yang terampil, organisasi yang baik, serta peralatan memadai. Penegakan
hukum tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan fasilitas yang layak, seperti
ruang sidang dengan teknologi telekonferensi, jaringan internet yang stabil, dan

sumber daya yang menguasai teknologi informasi.



III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menurut Abdulkadir Muhammad, merupakan proses
pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan,
sehingga mencapai tujuan penelitian.>* Sedangkan menurut Soerjono Soekanto,
pendekatan masalah merupakan penelitian hukum yang dilakukan suatu kegiatan
ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk
mempelajari  satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara

menganalisisnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam
pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris :>°

1. Pendekatan normatif

Pendekatan Normatif yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis
norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip
hukum yang berlaku yang berikan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu
mengenai Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Memberikan
Program Pembinaan Kepada Narapidana.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada

pengumpulan dan analisis data faktual di lapangan mengenai bagaimana hukum

diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat guna mengetahui secara lebih jauh

% Abdulkadir Muhammad, 2024, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm
112.

% Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen
mengurai permasalahan hukum kontemporer." Gema Keadilan Vol.7, No. 1, (2020), hlm 25.
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mengenai permasalahan yang dibahas, yaitu Implementasi Peran Pembimbing

Kemasyarakatan dalam Memberikan Program Pembinaan Kepada Narapidana.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh
langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber dan
jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Data ini
berasal dari studi lapangan yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.
% Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung
dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian, sehingga informasi yang
didapatkan bersifat asli dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Metode ini
digunakan untuk menggali informasi secara mendalam agar dapat memperoleh
pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui penelusuran terhadap
berbagai literatur, peraturan, serta norma-norma yang berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Sumber data sekunder meliputi buku,
jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan beragam referensi akademik lain yang
mendukung analisis penelitian.®’ Data sekunder berfungsi untuk melengkapi dan
menguatkan hasil temuan data primer, sehingga analisis yang dilakukan menjadi
lebih menyeluruh dan didasarkan pada kajian teori yang relevan. Dalam penelitian
ini, data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Berkaitan dengan fokus penelitian yang mengangkat studi kasus, maka bahan
hukum primer utama yang digunakan adalah studi kasus di Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

% Sahir, Syafrida Hafni. Metodologi penelitian. Penerbit KBM Indonesia, 2021, hlm 21.
5" Martono, Nanang. Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel
halaman gratis). RajaGrafindo Persada; Jakarta, 2010. Hlm 20.
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Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer
lainnya, yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023

4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018

tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan,
interpretasi, dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer.>®
Contoh dari bahan hukum sekunder mencakup buku-buku yang ditulis oleh para
pakar hukum, jurnal ilmiah di bidang hukum, pendapat para ahli, karya ilmiah,
makalah, hasil simposium, serta ulasan atau komentar terhadap putusan pengadilan
yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan

bahan hukum sekunder lainnya, yaitu: Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan

No.PAS-6.PK.01.05.02-573 Tahun 2014

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung yang memberikan penjelasan
tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder. Fungsinya membantu
memperjelas istilah-istilah hukum dan memberikan konteks yang lebih
menyeluruh, sehingga memudahkan pemahaman dan analisis. Sumbernya dapat
berupa teori atau pendapat ahli, literatur hukum, dokumentasi, kamus hukum, dan

informasi dari internet.

C. Penentuan Narasumber
Narasumber adalah individu atau lembaga yang memiliki pengetahuan, keahlian,
atau pengalaman terkait suatu topik dan menjadi sumber informasi. Menurut KBBI,

narasumber adalah orang yang memberi atau menjadi sumber informasi.>®

% Muhyi, Muhammad. Metodologi penelitian. Adi Buana University Press; Bandung, 2018, him 41.
%9 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/narasumber diakses pada tanggal 31
Mei 2025
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Narasumber dipilih karena memiliki keahlian, pengalaman, atau pengetahuan

mendalam terkait materi yang akan dibahas. Adapun narasumber dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Wali Pemasyarakatan Lapas Narkotika : 1 Orang
Kelas ITA Bandar Lampung

2. Wali Pemasyarakatan Lapas Perempuan : 1 Orang
Bandar Lampung

3. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai : 1 Orang
Pemasyarakatan Kelas I A Bandar Lampung

4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum :1 Orang +

Universitas Lampung

Jumlah : 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah serangkaian Langkah sistematis yang dilakukan
peneliti untuk memperoleh data yang relevan, wvalid, dan dapat
dipertanggungjawabkan guna mendukung tujuan penelitian.®® Prosedur ini
dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data melalui pembacaan dan
pengutipan buku, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang relevan
dengan topik penelitian.

b. Studi Lapangan

Penelitian Lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui
wawancara langsung dengan responden yang memiliki keterkaitan dengan topik

penelitian.

8  Basuki FEka Purnama, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian,
https://mediaindonesia.com, 22 September 2022, diakses pada 15 Juni 2025.
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2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang diperoleh

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud

meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi data, yaitu proses mengenali dan menentukan karakteristik data yang
relevan dan berguna. Tujuannya untuk memahami isi data agar dapat digunakan
secara tepat.

b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan menyaring dan mengelompokkan data
yang diperoleh agar sesuai dengan fakta dan dapat digunakan sebagai bahan
yang konkrit dalam skripsi. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan
analisis.5!

c. Sistematisasi data, yaitu roses pengaturan data ke dalam struktur yang
terorganisir agar memudahkan pengelolaan, pencarian, dan analisis secara
efisien.

d. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah
masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan

penulisan yang akan dibahas.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan Langkah selanjutnya dimana setelah data berhasil
dikumpulkan dan diolah, tahap berikutnya adalah melakukan analisis data secara
kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk
narasi yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Tujuan utama dari pendekatan
ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap temuan-temuan

yang diperoleh, sehingga dapat menjawab rumusan masalah secara menyeluruh dan

detail %2

Data yang telah terkumpul dan disusun secara sistematis dianalisis dengan metode
kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan dan memahami makna yang

terkandung di dalam data tersebut.

61 Trianto, Sulistyowati. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu
Hukum." Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 32, No. 2, (2017): hlm 155.

62 Jogiyanto Hartono, M., ed. Metoda pengumpulan dan teknik analisis data. Penerbit Andi, 2018,
hlm 24.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Pembimbing
Kemasyarakatan (PK) dalam memberikan rekomendasi pembinaan terhadap
narapidana serta berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas
pelaksanaannya, maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam memberikan rekomendasi
pembinaan kepada narapidana dapat dilihat melalui tiga dimensi, yaitu peran
normatif, ideal, dan faktual. Secara normatif, peran PK telah diatur secara jelas
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang
menegaskan kewenangan PK dalam melaksanakan Litmas dan menyusun
rekomendasi pembinaan berbasis kebutuhan individual narapidana. Secara ideal,
PK diharapkan berperan profesional tidak hanya sebagai penyusun Litmas, tetapi
juga sebagai konselor dan fasilitator reintegrasi sosial. Namun secara faktual,
pelaksanaan peran tersebut belum optimal akibat berbagai hambatan, seperti
keterbatasan jumlah PK, minimnya sarana dan fasilitas, tingginya beban
administratif, rendahnya dukungan keluarga dan masyarakat, stigma terhadap
narapidana, serta karakteristik narapidana yang memiliki kebutuhan rehabilitatif
khusus. Hambatan struktural, teknis, sosial, dan kultural tersebut berdampak
pada kualitas asesmen dan efektivitas rekomendasi pembinaan, sehingga tujuan
rehabilitasi dan reintegrasi sosial belum sepenuhnya tercapai.

2. Hambatan dalam pelaksanaan peran PK berasal dari faktor hukum, penegak
hukum, serta faktor masyarakat dan kebudayaan yang saling berkaitan. Dari
aspek hukum, masih terdapat kerancuan pembagian tugas asesmen antara PK
dan petugas Lapas, serta prosedur administratif yang kompleks. Dari faktor

penegak hukum, keterbatasan jumlah PK menyebabkan beban kerja berlebih dan
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terjadinya deviasi antara peran normatif dan praktik di lapangan. Faktor budaya,
seperti minimnya dukungan keluarga, stigma masyarakat, rendahnya motivasi
narapidana, serta budaya birokrasi yang administratif, turut menghambat penerapan
rekomendasi pembinaan. Selain itu, lemahnya koordinasi antara Lapas dan Bapas
menyebabkan Litmas tidak selalu dijadikan dasar utama pembinaan. Kondisi
tersebut mengakibatkan pembinaan narapidana belum berjalan secara optimal dan
belum sepenuhnya mencerminkan prinsip individualisasi serta tujuan rehabilitatif
sistem pemasyarakatan

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang
diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) perlu diperkuat melalui pelatihan
berkelanjutan di bidang asesmen psikososial, konseling, analisis risiko, dan
metode pembinaan berbasis evidence-based practice agar penyusunan Litmas
dapat dilakukan secara objektif dan sistematis. Instansi pemasyarakatan perlu
mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan dengan menyediakan fasilitas pendukung yang memadai,
seperti instrumen asesmen standar, ruang konseling, serta sistem teknologi
informasi terintegrasi. Selain itu, koordinasi antara Lapas dan Bapas harus
ditingkatkan agar rekomendasi PK tidak hanya bersifat administratif, tetapi
benar-benar diimplementasikan dalam program pembinaan. Pemerintah dan
Kementerian Hukum dan HAM juga perlu mengatasi tingginya beban kerja PK
melalui penambahan jumlah PK, penataan distribusi tugas, serta pembenahan
budaya kerja yang lebih rehabilitatif melalui supervisi dan penyempurnaan
SOP, sehingga pembinaan berbasis asesmen dapat berjalan efektif dan selaras
dengan tujuan pemasyarakatan.

2. Hambatan yang berasal dari faktor hukum, penegak hukum dan kebudayaan,
diperlukan langkah strategis dan menyeluruh. Dari faktor hukum, pemerintah
perlu mengevaluasi regulasi terkait pembagian kewenangan antara PK dan
asesor Lapas guna menghindari tumpang tindih tugas, serta menyederhanakan
aturan pelaksanaan Litmas dan instrumen asesmen agar lebih aplikatif tanpa

mengurangi standar profesional. Dari faktor penegak hukum, Kementerian
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Hukum dan HAM perlu menambah jumlah PK dan wali pemasyarakatan guna
memperbaiki rasio petugas dengan narapidana, serta memperkuat pelatihan
teknis bagi asesor Lapas agar asesmen awal tetap berkualitas. Dari faktor
kebudayaan, diperlukan perubahan paradigma kerja dari pola administratif
menuju budaya kerja yang rehabilitatif, kolaboratif, dan berorientasi pada
pelayanan. Petugas Lapas dan Bapas perlu dibekali perspektif pembinaan
sebagai proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, termasuk melalui
pengembangan pendekatan berbasis gender dan trauma-informed. Dengan
demikian, sistem pembinaan narapidana diharapkan lebih efektif, manusiawi,

dan selaras dengan tujuan pemasyarakatan di Indonesia.
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